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Judul : Peranan Polri dalam Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Wilayah Hukum
Polsek  Kodeoha
Skripsi ini membahas Peranan Polri dalam Meningkatkan Disiplin Berlalu
Lintas Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di Wilayah Hukum Polsek
Kodeoha. Dalam pembahasan tersebut tentunya sangat krusial apabila disandingkan
dengan berbagai persoalan-persoalan soial kemasyarakatan.
Olehnya itu, dibutuhkan pengetahuan lebih dalam rangka meningkatkan
disiplin berlalu-lintas. Karena mengingat pentingnya berbagai persoalan kedisiplinan
tersebut diselesaikan.
Berdasarkan pada hal tersebut, penelitian yang penulis lakukan pada Polsek
Kodeoha dengan menggunakan metode observasi, metode wawancara dan angket
adapun teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif untuk angka-angka
yang di peroleh dari observasi dan jawaban atas kuesioner serta metode kualitatif
untuk data yang di peroleh wawancara.
Dari hasil penelitian, ditemukan berbagai persoalan yang ada dan berbagai




A. Latar belakang masalah
Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum
terjadi di masyarakat. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah
penduduk yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di
jalan raya. Lalu lintas yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang
lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan mengakibatkan
berbagai masalah lalu lintas, contohnya kemacetan dan kecelakaan.
Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius disebabkan kurangnya
disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan. Angka kematiannya menurut WHO telah
mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari
seluruh jumlah kematian di dunia, dan menempati urutan ke sembilan dari sepuluh
penyebab kematian.1 Meningkatnya populasi manusia dan mobilitas jumlah
kendaraan atau fasilitas transportasi ini menjadi pemicu meningkatnya angka
kecelakaan lalu lintas.
Namun, perlu untuk dicermati bahwa pengguna kendaraan yang mengalami
kecelakaan tersebut tidak hanya karena meningkatnya jumlah penduduk akan tetapi
hal tersebut juga disebabkan oleh human error atau kekeliruan penggunaan
kendaraan. Kekeliruan ini terjadi seing pada hal-hal teknis kendaraan itu sendiri
1 www.who.com, diakses pada tanggal 17 April 2010.
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misalnya tentang seluk beluk kendaraan.
Akan tetapi, kecelakaan yang melibatkan pengguna jalan di jalan raya tidak
hanya terjadi karena hal-hal teknis, tetapi juga karena rendahnya disiplin pengendara
dalam berlalu lintas. Bergerombol di depan garis pembatas putih pada lampu
pengatur lalu lintas(traffic light), dan beberapa diantaranya menerobos lampu merah
bila kesempatan itu ada.
Hal-hal tersebut menjadi pemandangan sehari-hari di jalanan. Belum lagi
membelok dimana terdapat rambu-rambu tidak boleh membelok, melawan arus lalu
lintas, melawan arah di jalan satu arah, melintas di trotoar yang disediakan bagi
pejalan kaki. Selain itu, kendati ada kewajiban untuk menggunakan helm, tetapi
dengan mudahnya ditemui pengendara motor tidak menggunakan helm. Helm yang
berkualitas baik telah terbukti dapat menyelamatkan nyawa pengendara sepeda motor
saat terjadi kecelakaan atau tabrakan.
Pelanggaran lalu lintas terus mengalami kenaikan sampai 50%, karena itu
polisi perlu berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat agar meningkatkan
disiplin berlalu lintas, demi keselamatan jiwa pengguna jalan. Data tersebut tentunya
belum cukup dijadikan sebagai acuan dalam melihat pelanggaran yang terjadi, karena
data pelanggaran lalu lintas setiap hari terus meningkat. Tidak sedikit pelanggaran
dengan kasus-kasus kecil tidak terdaftar.
Kasus kecelakaan umumnya dipandang bersumber dari kesalahan pemakai
jalan raya sendiri. Pengemudi tidak terampil membawa kendaraan, laju kecepatan
yang melampaui batas, kurang berhati-hati,kebut-kebutan, dan sejenisnya yang
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cenderung menimpakan kesalahan pada faktor kurangnya kesadaran pemakai jalan
raya terhadap bahaya berlalu lintas dan kesadaran hukum yang masih rendah serta
kemerosotan etika berlalu lintas sebagai pangkal penyebabnya. Kurangnya disiplin
berlalu lintas, pada tahap awal menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap
peraturan lalu lintas.
Kurangnya sikap disiplin dalam berlalu lintas akhir-akhir menjadi fenomena
sosial yang menjadi perhatian, Sikap tidak disiplin dan pelanggaran tata tertib lalu
lintas pada umumnya terjadi karena faktor manusia, yaitu konsep diri pada diri
individu. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan sikap
individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan
internal frame of reference yang akan menjadi awal sikap.
Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa sikap disiplin pada
pengguna jalan merupakan kewajiban Polisi, terutama polisi lalu lintas yang paling
bertanggung jawab untuk mendisiplinkan pengguna jalan khususnya di kodeoha agar
tercipta ketertiban dan keteraturan yang dapat dirasakan masyarakat dijalan raya2.
Karena keadaan yang demikian ini tidak hanya membahayakan diri sendiri, akan
tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya. Sikap kurang disiplin berlalu
lintas merupakan kondisi sosial yang meresahkan masyarakat.
2 C. Sumaryono, Etika profesi hukum, (Jakarta: kanius, 1995) hal 8-9
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang
dapat diajukan sebagai berikut :
1. Bagaimana peran Polri dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas di wilayah
hukum Polsek kodeoha
2. Apakah yang menjadi kendala Polri dalam penanganan disiplin berlalu lintas
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polri untuk mengikutsertakan
masyarakat dalam disiplin berlalu lintas.
B. Hipotesis
Dari rumusan masalah diatas, maka penulis mencoba memberi jawaban
sementara untuk dibuktikan kebenarannya berdasarkan obyek penulisan skripsi ini
sebagai berikut:
1. Tingginya angka kecelakaan serta masih semrautnya lalu lintas dan
angkutan jalan di Kecamatan Kodeoha  sangat ditunggu oleh masyarakat
agar berkurang sehingga sangat dibutuhkan peran Polri untuk
meningkatkan disiplin dalam berlalu lintas bagi para pengguna jalan.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala di Kecamatan Kodeoha yaitu
prasarana atau jalan yang kurang memadai, sarana atau kendaraan  yang
tidak memenuhi kelayakan untuk digunakan, faktor sekeliling atau cuaca
yang tidak mendukung,  rambu dan peraturan yang kurang memadai,
dengan mengingat bahwa kecamatan Kodeoha memiliki banyak potensi.
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3. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mendisiplinkan masyarakat
yang ada di Kecamatan Kodeoha yaitu peran Polri sebagai pihak yang
berwenang harus terjung langsung ke lapangan dan jalanan mengadakan
penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka tahu bahwa
disiplin dalam berlalu lintas sangat penting untuk menjamin keselamatan
jiwa dalam berkendaraan, serta memberi manfaat bagi perilaku masyarakat
dalam berlalu lintas di masa depan3.
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup
Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan
tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, Pengawalan dan Patroli,
Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa lalu lintas, Registrasi dan identifikasi
pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan
hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, disiplin,  ketertiban
dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas
dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam
masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung
produktivitasnya. Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat
menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan
lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan
3 Azwar,saifuddin,Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. (Yogyakarta:pustaka pelajar,
2003) hal 25
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bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi untuk
mendisiplinkan pengguna jalan untuk disiplin berlalu lintas.
Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan-
kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM,
STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas adalah gerak
kendaraan bermotor, kendaraan tidak bermotor, pejalan kaki dan hewan di jalan yang
merupakan salah satu cabang dari transportasi yang menyangkut operasi dari jalan.
Polisi mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan
yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui
manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.Tata cara berlalu lintas di jalan diatur
dengan peraturan perundang-undangan menyangkut arah lalu lintas, perioritas
menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus
dipersimpangan
Pengaruh disiplin masyarakat dalam berlalu lintas terhadap kapasitas jalan
sangat besar, semakin buruk disiplin semakin kecil kapasitas jalan terutama pada
kawasan yang arus lalu lintasnya padat. Saling serobot akan menurunkan kapasitas
jalan. Pengaruh disiplin terutama bisa dilihat didaerah pinggiran kota atau daerah
yang kurang mendapatkan pengawasan baik. Disiplin yang buruk biasanya dilakukan
oleh pengemudi motor, angkutan umum bahkan tidak jarang kelihatan dilakukan oleh
pengemudi mobil mewah. Dampaknya semua rugi, pengemudi stress serta polusi
udara lebih tinggi pada kondisi jalan macet. Mungkin salah satu atau beberapa
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kendaraan dapat berjalan lebih cepat untuk waktu yang pendek tetapi secara
keseluruhan setiap orang akan dirugikan. Pengaruh yang besar terhadap kapasitas
jalan bisa dilihat dipersimpangan baik yang dikendalikan dengan lampu lalu lintas
ataupun tanpa lampu, disekitar pasar ataupun pusat kegiatan yang dekat dengan
badan jalan.
Permasalahan yang biasanya terjadi, terutama didaerah yang kurang
mendapatkan perhatian aparat pengawas adalah:
1. Walaupun lampu masih merah pengguna jalan tetap masuk kedalam
persimpangan yang menimbulkan konflik dengan lalu lintas yang mendapat
lampu hijau.
2. Lampu sudah berubah menjadi merah tetapi kendaraan masih masuk
kedalam persimpangan yang juga berpeluang terjadinya kecelakaan.
3. Masuk kedalam persimpangan walaupun tidak mungkin melewati
persimpangan karena antrian keluar persimpangan belum kosong, bisa
mengakibatkan persimpangan terkunci.
4. Melampaui garis henti sehingga sering mengganggu lalu lintas yang
mendapatkan hak untuk memasuki persimpangan.
5. Angkutan umum yang berhenti dipersimpangan untuk menaikkan dan




Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu ”Peranan Polri dalam
Meningkatkan Disiplin Berlalu lintas Menurut Undang-Undang Nomor. 22
Tahun 2009di wilayah hukum polsek kodeoha”. Mungkin sudah banyak literatur
yang membahas tentang masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas
secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih terfokus
pada pokok kajian penulisan maka penulis telah menggunakan beberapa literatur
yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Tabah Anton. Menatap Mata Hati polisi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka
Indonesia Utama Varma, sp. 2003. Buku ini menjelaskan tentang komitmen
penegakan hukum oleh aparat kepolisian dengan berbagai interkoneksitasnya
dengan kondisi masyarakat, di mana dalam melihat kondisi bermasyarakat
sering ditemukan adanya pelanggaran hak-hak warga yang dilakukan oleh
aparat kepolisian.
2. Suparlan, Parsudi. polisi Masa Depan. Dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian
Indonesia. Jakarta 1994. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana selayaknya
aturan yang ada dan gambaran tentang kondisi penegakan hukum masa depan
yang terjadi apabila aturan tersebut dilaksanakan.
3. Undang-undang Kepolisian, undang-undang No 2 Tahun 2002. Visi Medias. Di
mana dalam referensi ini penulis akan mengutip bahasan tentang berbagai
peraturan tentang kepolisian.
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4. C.Soemaryono, SH. Etika profesi hukum (norma-norma bagi penegak hukum)
Jakarta:kanisius.1995. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana polisi akan
bergerak melaksanakan berbagai peraturan yang harus dijalankannya agar dapat
berjalan dengan berbagai kaidah yang ada  secara normative dan sesuai dengan
keinginan masyarakat, sehingga dengan norma tersebut diharapkan pelanggaran
terhadap hak-hak azasi manusia dapat diminimalisir.
5. Soerjono soekanto. Polisi dan lalu lintas: Analisis menurut sosiologi hukum,
Mandar maju, 1990. Yang menjelaskan tentang unsure-unsur sosiologis dalam
penegakan hukum hyang mesti diperhatikan agar masyarakat merasa terayomi
dengan adanya penegakan hukum seperti polisi. Dalam analisis ini, terdapat
pula penjelasan tentang undang-undang berlalu lintas yang mesti difahami
kegunaannya oleh masyarakt dan penerapannya oleh aparat agar terjadi
keseimbangan antara masyarakat dengan pelaksana hukum dalam proses
pelaksanaan peraturan.
6. Undang-undang lalu lintas, undang-undang No 22 Tahun 2009. Tim Merah
Putih. Menjelaskan khusus tentang peraturan berlalu-lintas.
7. Azwar, Saifuddin. Sikap Manusia; Teori dan Pengukurannya Yogyakarta.
Pustaka Pelajar, 2003. Menjelaskan tentang watak manusia dan metode yang
harus difahami dalam mengukur stabilitas manusia, tentunya, dalam persfektif
ini penulis akan menjadikannya sebagai bahan referensi dalam melakukan studi
penelitian dalam rangka memenuhi standar ilmiah penulisan skripsi ini.
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8. Drs. CST. Kansil, S.H. Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya Rineka Cipta,
1995. Menjelaskan pembahasan tentang prosesi disiplin dalam berlalu-lintas,
dalam pembahasan ini pelaksanaan disiplin berlalu-lintas khusus dibedah
dengan mengungkap berbagai posisi dan peluang pelanggaran dalam berlalu-
lintas di jalan raya dan dengan adanya potensi pelanggaran lalu-lintas dapat
diminimalisir.
9. Kunarto, Seri merenungi kritik terhadap Polri Cipta Manunggal, 1999.
Mengungkap berbagai kritikan yang dialamatkan kepada kepolisian dan tata-
cara menghadapi berbagai kritikan tersebut agar menjadi sebuah langkah
konstruktif dan reflektif bagi kepolisian dalam rangka membangun integritas
polisi sebagai pengayom masyarakat.
10. M.Oudang. Perkembangan kepolisian di Indonesia, Mahabarata, 2006.
Menjelaskan tentang berbagai prestasi yang telah dicapai oleh kepolisian dalam
membentuk citranya sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum dan
penjaga supremasi. Namun dalam penjelasan ini, penulis akan melihatnya dari
persfektif penulis, di mana dalam perkembangan kepolisian tersebut, terdapat
berbagai fenomena mendasar di masyarakat sehingga akan terjadi
kesetimbangan analisis.
11. Hoegeng Iman Santoso, Abrar Yusra, Ramadhan Karta Hadimadja, polisi
idaman dan kenyataan, Pustaka Sinar Harapan, 1993. Dalam perkembangan
hukum dikenal istilah Das Sein dan Das Sollen, yang merupakan ungkapan
bagi ide/ gagasan dan realitas/ kenyataan. Kondisi inilah yang dikemukakan
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dalam buku ini, di mana dalam menjelaskan gagasan dan kenyataan yang
menyangkut persoalan kepolisian, mesti dilakukan berbagai penelaahan kondisi.
Berbagai kondisi tersebutpun dianalisis dengan baik dalam penjabaran buku ini
mengingat berbagai ketimpangan dalam institusi kepolisian dan permintaan
penegakan hukum dari masyarakat yang semakin meningkat.
12. Jaya suprana, Antologi kelirumologi. Elex Media Komputindo, 2005. Buku ini
menjelaskan tentang persfektif ilmiah seputar pelanggaran hukum yang terjadi.
Penjelasan tersebut menganalisis tentang bagaimana pelanggaran itu terjadi dari
sisi determinansi manusia yang memiliki potensi melanggar kesepakatan.
13. Karjadi, R.M. Sosroharjono, Indonesia. Perundang-undangan lalu-lintas dijalan
di Indonesia: Politeia, 2007. Buku ini menganalisis tentang pelanggaran yang
sering terjadi di jalan raya yang dilakukan oleh para pelanggar hukum. Bahkan
dalam kajian yang lebih tinggi buku ini menjelaskan berbagai interferensi
politik dalam mengatur sistematika pelaksanaan hukum berlalu lintas di jalan
raya di Indonesia.
14. Miftah Thoha, Birokrasi dan politik di Indonesia. Rajawali Press, 2003.
Menjelaskan berbagai bentuk birokrasi di Indonesia, penjelasan ini
menguraikan pula peran politik dalam mengatur pelaksanaan birokrasi di
Indonesia dan bagaimana pola yang digunakannya.
15. Amiruddin, dkk. Pengantar metode penelitian hukum. Rajawali Press, 2004.
Dalam buku ini penulis mengutip berbagai metode yang dilakukan dalam
melaksanakan penelitian hukum.
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16. Moeljatno. KUHP. Bumi Aksara, 2007. Memberikan penjelasan seputar kitab
undang-undang hukum pidana dengan beberpa redaksi pengantar untuk
memudahkan memahami.
17. Dr. Mansour Faqih. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist,
2001. Menjelaskan bagaimana globalisasi telah memberikan banyak pengaruh
terhadap berbagai phenomena sosial yang terjadi dengan berbagai gejala-gejala
sosial. Dalam buku itu dijelaskan pula bagaimana developmentalisme telah
mengalami masa keruntuhan dengan adanya berbagai peran-peran eksistensial
dari berbagai opini-opini sosial.
18. Emmanuel Subangun. Negara Anarkhi, LkiS, 2004. Menjelaskan tentang
berbagai persoalan baik itu persoalan sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya,
dan lain-lain yang telah banyak memberikan pengaruh terhadap munculnya
krisis sosial yang berujung pada degradasi sosial yang anti pemerintahan atau
dengan kata lain masyarakat tanpa pemerintah (Negara anarkhi).
Referensi-referensi yang telah diungkapkan di atas akan diolah secara
interferensi dalam menemukan sebuah kajian yang komprehensif dan sistematis.
Sebab, sepanjang referensi yang dikemukakan di atas, belum ada sebuah referensi
yang menjelaskan persis persoalan pelanggaran lalu-lintas dalam ruang lingkup
kecamatan Kodeoha seperti yang akan penulis jelaskan.
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Setiap melakukan penelitian, seorang peneliti tentu memiliki
tujuan tertentu.   Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui sejauh mana peran Polri dalam meningkatkan.
disiplin berlalu lintas di wilayah hukum polsek kodeoha.
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Polri dalam
penanganan disiplin berlalu lintas.
c. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Polri untuk
mengikutsertakan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas
2.  Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan ilmiah yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam
memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pada Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar.
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan hukum yang
sekaligus merupakan sumbangan pemikiran untuk kepentingan ilmu
pengetahuan.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada





A. Sekilas Tentang Polri
1. Dinamika Kepolisian
Kemandirian Polri diawali sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 April
1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi
secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang
profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju perubahan tata kehidupan
nasional kearah masyarakat madani yang demokratis, aman, tertib, adil dan
sejahtera. Kemandirian Polri dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi
yang tertutup dan berjalan serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangkan
ketata negaraan dan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang
utuh termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan Undang-
undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No.25
tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan kekuatan Polri
dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri. Tugas
dan tanggung jawab tersebut adalah memberikan rasa aman kepada negara,
masyarakat, harta benda dari tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya
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melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan
melalui tiga aspek yaitu:
 Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam
Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.
 Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin,
kewenangan,kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.
 Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan
instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan
Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan manajerial, sistem
rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem
anggaran, sistem operasional.4
Berkenaan dengan uraian tugas tersebut, maka Polri akan terus
melakukan perubahan dan penataan baik di bidang pembinaan mau pun
operasional serta pembangunan kekuatan sejalan dengan upaya Reformasi
2. Sejarah polri
Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah
perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan
Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks.
Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga
terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai opersai
4 Dikutip dari www.polri.com diakses pada tanggal 9 juli 2010
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militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini
dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata
yang relatif lebih lengkap. Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya
tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamirkan
diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I
(Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang
dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap
tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan
patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda
depresi dan kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara
Sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu
Indonesia dengan dalih ingin melucuti tentara Jepang. Pada kenyataannya
pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda menjajah kembali
Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu dengan pasukan Indonesiapun
terjadi dimana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 Nopember 1945, yang
dikenal sebagai "Pertempuran Surabaya". Tanggal itu kemudian dijadikan
sebagai hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa
Indonesia Pertempuran 10 Nopember 1945.di Surabaya menjadi sangat penting
dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur,
tetapi lebih dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan
PBB akan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Andil pasukan
Polisi dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat ketika itupun sangat
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besar.dalam menciptakan keamanan dan ketertiban didalam negeri, Polri juga
sudah banyak disibukkan oleh berbagai operasi militer, penumpasan
pemberontakan dari DI & TII, PRRI, PKI RMS RAM dan G 30 S/PKI serta
berbagai penumpasan GPK. Dalam perkembangan paling akhir dalam kepolisian
yang semakin modern dan global, Polri bukan hanya mengurusi keamanan dan
ketertiban di dalam negeri, akan tetapi juga terlibat dalam masalah-masalah
keamanan dan ketertiban regional maupun internasional, sebagaimana yang di
tempuh oleh kebijakan PBB yang telah meminta pasukan-pasukan polisi,
termasuk Indonesia, untuk ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya
di Namibia (Afrika Selatan) dan di Kamboja (Asia).
Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung
digunakan sebagai alat Penguasa kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat
telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu
perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang
Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara
Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan
masyarakat.
Arah kebijakan strategi Polri yang mendahulukan tampilan selaku
pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dimaksud bahwa, dalam setiap
kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun
sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai
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pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sejalan dengan paradigma
barunya yang mengabdi bagi kepentingan masyarakat
B. Konsep Disiplin Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Lalu lintas
Masalah perilaku berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang
umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang,
termasuk Indonesia. Padatnya lalu lintas di sekitar tanpa didukung oleh sarana yang
baik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan disiplin berlalu lintas akan memicu
timbulnya berbagai pelanggaran dan ketidakdisiplinan sehingga terjadi kecelakaan.
Kurangnya sikap disiplin pada pengendara motor dalam berlalu lintas juga dilakukan
sebagi anggota geng motor. Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena
berbagai faktor penyebab, yakni manusia, kondisi kendaraan, kondisi jalan, dan
kondisi lingkungan. Faktor manusia memegang peranan yang sangat dominan. Sikap
tidak disiplin dan pelanggaran tata tertib lalu lintas pada umumnya terjadi karena
faktor manusia, yaitu konsep diri pada diri individu. Konsep-konsep tersebut
berhubungan dengan: (1) Hubungan antara konsep diri dengan sikap disiplin dalam
berlalu lintas pada remaja komunitas motor. (2) Tingkat konsep diri. (3) Tingkat
sikap disiplin dalam berlalu lintas (4) Sumbangan efektif konsep diri terhadap sikap
disiplin dalam berlalu lintas pada remaja komunitas motor.
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C. Sanksi Pidana Bagi Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas
Berikut ini beberapa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap berbagai jenis
pelanggaran berlalu-lintas:5
1. Setiap Orang
Mengakibatkan gangguan pada : fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat
pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna
jalan.
Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2)
Denda : Rp 1.000.000
2. Setiap Pengguna Jalan
Tidak mematui perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud
dalam pasal 104 ayat ( 3 ), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan
kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat,
memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan.
Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3)
Denda : Rp 250.000
3. Setiap Pengemudi:
a. Tidak bawa SIM
Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah
Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b.
Denda : Rp 750.000
5 Dikutip dari www.bukukita.com diakses pada tanggal 10 Juli 2010
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b. Tidak memiliki SIM
Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan,tidak memiliki Surat Izin Mengemudi
Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1)
Denda : Rp 1.000.000
c. STNK / STCK tidak Sah
Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan
oleh Polri.
Psl 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a.
Denda : Rp 500.000
d. TNKB tidak Sah
Kendaraan Bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang
ditetapkan oleh Polri.
Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1)
Denda : Rp 500.000
e. Perlengkapan yang dapat membahayakan keselamatan.
Kendaraan bermotor di jalan dipasangi perlengkapan yang dapat menganggu
keselamatan berlalu lintas antara lain ; bumper tanduk dan lampu menyilaukan.
Pasal 279 jo Pasal 58
Denda : Rp 500.000
f. Sabuk Keselamatan
Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan
Psl 289 jo Psl 106 Ayat (6)
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Denda : Rp 250.000
g. lampu utama malam hari
Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu.
Pasal 293 ayat (1)jo pasal 107 ayat (1)
Denda : Rp 250.000
h. Cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain
Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain
Pasal 287 ayat (6) jo pasal 106 (4) hrf h
Denda : Rp 250.000
i. Ranmor Tanpa Rumah-rumah
Selain sepeda motor, mengemudikan kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah
–rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm.
Pasal 290 jo Pasal 106 (7).
Denda : Rp 250.000
j. Gerakan lalu lintas
Melanggar aturan gerakan lalu litas atau tata cara berhenti dan parkir
Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e
Denda : Rp 250.000
k. Kecepatan Maksimum dan minimum
Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah
Psl 287 ayat(5) jo Psl 106 ayat (4) hrf (g) atau psl 115 hrf (a)
Denda : Rp 500.000
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l. Membelok atau berbalik arah
Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan
membelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo pasal 112 (1).
Denda : Rp 250.000
m. Berpindah lajur atau bergerak ke samping
Tidak memberikan isyarat saat akan berpindah lajur atau bergerak kesamping.
Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2)
Denda : Rp 250.000
n. Melanggar Rambu atau
Marka Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu
lintas atau Marka
Psl 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Psl 106 ayat(4) hrf (b)
Denda : Rp 500.000
o.Melanggar Apill ( TL )
Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi
isyarat Lalu Lintas. Psl 287 ayat (2) jo psl 106(4) hrf (c)
Denda : Rp 500.000
p.Mengemudi tidak Wajar
- Melakukan kegiatan lain saat mengemudi
-Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam
mengemudi di jalan
Pasal 283 jo pasal 106 (1).
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Denda : Rp 750.000
q.Diperlintasan Kereta Api
Mengemudikan Kendaran bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan,
tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai
ditutup, dan / atau ada isyarat lain.
Pasal 296 jo pasal 114 hrf (a)
Denda : Rp 750.000
r. Berhenti dalam Keadaan darurat.
Tidak Memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat
lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dijalan.
Pasal 298 jo psl 121 ayat (1)




A. Pendekatan dan desain penelitian
Dalam melaksanakan penelitian dibutuhkan pendekatan yang tepat dalam
menjalankannya, berikut  beberapa pendekatan yang akan digunakan.
1. Pendekatan Yuridis/Normatif
Pendekatan yuridis/normatif merupakan pendekatan hukum yang
mengarahkan untuk mengetahui permasalahan secara normatif sesuai dengan
berbagai teks yang membahas secara khusus permasalahan yang akan dikaji. Adapun
ciri atau karakter yang dapat diidentifikasi dari pendekatan hukum secara
yuridis/normatif adalah sebagai berikut:
Data yang digunakan bertumpu pada data sekunder, sumber datanya adalah
hukum primer, data sekunder dan tersier.6
Dari ciri penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif di atas,
penulis menganggap adanya pola penetapan sumber hukum berdasarkan standar
ganda dalam menentukan berbagai kerangka teoritis dalam pembentukan hukum.
Standar ganda yang penulis maksudkan adalah berbagai ragam analisis dari sumber-
sumber data yang telah dihimpun dan analisis pengguna pendekatan tersebut yang
tentunya memiliki tafsiran lain yang berbeda dari tafsiran sumber data sebelumnya.
Selain itu, penemuan baru dari hasil penelitian yang baru sulit ditemukan. Akan
tetapi dalam pendekatan normative ini validitas data sekunder yang dijelaskan dapat




dipercaya, sehingga dapat menjadi rujukan terhadap kerangka pikir yang diajukan.
Adapun jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan normatif adalah
sebagai berikut:
a) Penelitian intervarisasi hukum adalah penelitian yang mengumpulkan data
dan melakukan proses identifikasi secara kritis-analitis dan logis-
sitematis.7 Dalam mengintervarisasi hukum ada beberapa langkah yang
harus dipenuhi yakni:
- Menetapkan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-
norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan
norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma
hukum.
- Mengoleksi norma-norma yang dianggap norma-norma hukum.
- Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke
dalam suatu sistem yang komprehensif.
b) Penelitian asas-asas hukum yakni penelitian yang akan melihat asal dari
pembentukan asas sebuah hukum yang berlaku. Adapun asas hukum
diartikan sebagai kecenderungan-kecenderungan dalam melakukan
penilaian susila terhadap hukum artinya penilaian yang bersifat etis.8
Penelitian jenis ini meliputi:
7 Ibid. h. 124
8 Ibid. h. 125
34
- Memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang
menjadi objek penelitian.
- Melakukan pengelompokkan terhadap pasal-pasal tersebut lalu
mengurutkannya dengan beberapa kategori.
- Menganalisis pasal-pasal tersebut dengan menggunakan kaidah-kaidah
yang ada.
- Melakukan konstruksi dengan ketentuan: mencakup semua bahan
hukum yang akan diteliti, konsisten, estetis, dan sederhana dalam
perumusannya9.
c) Penelitian hukum klinis, yakni, penelitian hukum yang berusaha
menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara in-concreto. Walaupun
hasil dari penelitian hukum klinis tidak dapat dijadikan patokan hukum
secara general, akan tetapi dapat dijadikan referensi dalam menalarkan
argument-argumen hukum dan menjadi pertimbangan dalam menetapkan
suatu keputusan baru.
d) Penelitian hukum yang mengkaji sistematika undang-undang, penelitian
hukum jenis ini hendak mengkaji sistematika dalam perundang-undangan,
namun penelitian ini tidaklah hendak mencari secara teknis melainkan
pengertian dasar dari suatu sistem hukum yang terdapat dalam suatu
peraturan perundang-undangan yang akan diteliti. Adapun prinsip-prinsip
yang harus digunakan adalah:
9 Ibid. h. 126
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- Derogasi: menolak aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih
tinggi.
- Non-kontradiksi: tidak boleh menyatakan ada tidaknya sebuah
kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama.
- Subsumsi: adanya hubungan logis antara dua peraturan dalam
hubungan dengan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
- Eksklusi: tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan
perundang-undangan.
e) Penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-
undangan yakni dengan melakukan penelaahan terhadap undang-undang
baik secara vertical maupun secara horizontal. Adapun asas hirarki
perundang-undangan adalah sebagai berikut:
- Undang-undang tidak berlaku surut
- Asas Lex Superior, di mana undang-undang yang lebih tinggi
mengalahkan undang-undang yang lebih rendah.
- Asas Lex Speciali, di mana undang-undang yang bersifat khusus dapat
mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- Asas Lex Poterior, undang-undang yang berlaku belakangan
mengalahkan undang-undang terdahulu.
- Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- Asas-asas lain dapat dilihat dari Tap MPRS No. XX/MPRS/1966
tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan
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tata urutan peraturan perundangan RI dalam menelaah bagaimana
hirarki suatu perundang-undangan.
f) Penelitian perbandingan hukum bertujuan untuk mengetahui persamaan
dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti.
g) Penelitian sejarah hukum, bermaksud untuk meneliti perkembangan dari
bidang-bidang hukum yang diteliti.
2. Pendekatan Sosiologi
Pendekatan sosiologis adalah dengan menggunakan logika-logika dan teori
sosial baik klasik maupun modern untuk menggambarkan, adapun dalam
pengidentifikasian pendekatan jenis ini, dapat dilakukan dengan melakukan berbagai
identifikasi karakteristik sebagaimana yang digambarkan oleh Amiruddin, dkk.,
sebagai berikut:
a) Bertumpu pada premis normatif, yakni, menggunakan data sekunder
sebagai data awalnya dan dilanjutkan dengan data primer atau data
lapangan.
b) Defenisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-
undangan, khususnya untuk penelitian yang bertujuan menguji
efektivitas Undang-undang
c) Hipotesis kadang diperlukan sebagai, misalnya penelitian yang ingin
mencari hubungan antara berbagai gejala dan variabel.
d) Akibat dari datanya, maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi
dokumen, observasi dan wawancara.
e) Penetapan sampling diperlukan untuk meneliti perilaku hukum dari
objek yang akan dikaji.
f) Pengolahan datanya dapat dilakukan dengan kuantitatif dan kualitatif.10
Berbagai karakteristik di atas dapat digunakan sebagai alat identifikasi
untuk mengetahui sehingga akan dengan mudah menentukan jenis dan melakukan
10 Ibid. h. 129
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pengukuran terhadap data yang ada. Adapun jenis-jenis penelitian dengan
pendekatan sosiologis adalah sebagai berikut:
a) Penelitian berlakunya hukum, yang dapat diamati dari berbagai
perspektif seperti perspektif filosofis, normatif, dan sosiologis. Adapun
komponen yang dapat diteliti dari penelitian jenis ini adalah penelitian
efektivitas hukum dan penelitian dampak hukum.
b) Penelitian identifikasi hukum tidak tertulis, sebagaimana diungkapkan
oleh Cicero11, bahwa “di mana ada masyarakat disitu ada hukum”.
Maka dapat dilakukan identifikasi terhadap hukum-hukum yang diakui
dan dilaksanakan, akan tetapi tidak tertulis sebagai aturan baku dalam
masyarakat. Komponen yang dapat diteliti dari jenis adalah struktur
sosial dan kebudayaan sederhana, struktur sosial dan kebudayaan
madya dan struktur sosial dan kebudayaan tinggi (pra modern dan
modern).
3. Pendekatan Budaya
Penelitian hukum dengan pendekatan dimaksudkan untuk mengetahui
berbagai penelaahan seputar hukum yang sesuai dengan tradisi yang ada dan
berkembang dalam sebuah masyarakat. Pendekatan ini akan melakukan berbagai
identifikasi terhadap tradisi yang berkembang dalam masyarakat sehingga keputusan
11 Ibid. h. 130
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hukum yang akan disarankan dalam penelitian tidak bertentangan dengan tradisi
yang berkembang dalam masyarakat.
Mengingat pentingnya aspek budaya dalam perumusan keputusan hukum,
maka, pendekatan budaya tidak dapat diabaikan dalam melakukan penganalisaan
persfektif hukum. Olehnya itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan
budaya dalam telaahnya.
B. Lokasi dan waktu penelitian
Penulis dalam melakukan penelitian mengenai Peranan Polri dalam
Meningkatkan Disiplin  Berlalu Lintas Diwilayah Hukum Polsek Kodeoha. Memilih
lokasi di Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara. Penentuan lokasi ini cukup
tepat dengan cara mempertimbangkan teori subtantif12, yaitu pergi  untuk menjajaki
lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian antara teori dengan kenyataan
yang ada dilapangan.
Mengingat keterbatasan waktu, dan tenaga, penulis hanya membatasi
penelitian terhadap kegiatan yang berkaitan dengan judul yang diangkat penulis pada
Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara dalam kurun lima tahun terakhir.
Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan adalah pada bulan Juni 2010 dari
tanggal 12 – 21 Juni 2010. Akumulasi waktu penelitian tersebut ditentukan setelah
memperkirakan dictum waktu yang akan dibutuhkan dalam mengurus semua proses
administrasi dan pelaksanaan penelitian.
12 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,
1994)
39
C. Populasi dan sampel
1. Populasi
Populasi merupakan sutu istilah yang telah menjadi populer dikalangan
masyarakat, namun tidak semua orang memahami makna dan pengertian populasi
tersebut. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengemukakan pengertian
populasi dan pandangan para ahli.
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah berasal dari Mapolsek
Kodeoha Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara yang secara keseluruhan
anggotanya adalah 36 orang.
2. Sampel
. Dan telah ditentukan dalam hal ini sampel yang terpilih adalah 7 orang
yang akan diberikan angket dan beberapa orang sebagai pucuk pimpinan yang
berhubungan dengan lalu-lintas akan diwawancarai.
D. Tipe dan sifat penelitian
Didalam memperoleh hasil penelitian yang valid sangat tergantung dari tipe
dan sifat penelitian yang digunakan. Tipe penelitian yang digunakan adalah
penelitian doktrinal dan nondoktrinal. Dikatakan doktrinal karena peneliti melakukan
penelusuran dan telaah serta analisis terhadap dokumen dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti. Dikatakan non-
dokstrinal, karena peneliti juga melakukan wawancara kepada Kapolsek Kodeoha di
Kabupaten Kolaka Utara.
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Penelitian mengenai Peranan Polri dalam Meningkatkan Disiplin Berlalu
lintas Menurut Undang-undang No.22 Tahun 2009 di Kodeoha merupakan penelitian
yangs bersifat deskriptif, yakni menmberikan gambaran mengenai situasi , kondisi
dan strategi penyelesaian masalah kedisiplinan dalam berlalu lintas.
E. Jenis dan sumber data
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian
campuran yakni menggabungkan antara jenis penelitian kualitatif dan jenis penelitian
kuantitatif. Jenis penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui berbagai strategi
penyelesaian masalah kedisiplinan berlalu lintas dalam wilayah sektor Kodeoha,
sedangkan jenis penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui berbagai asumsi
yang didapatkan dengan menggunakan quisioner penelitian.
Untuk menunjang hasil penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu:
1. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara
langsung dari responden di lokasi penelitian dengan metode
wawancara dengan para pihak yang terkait dengan kasus atau masalah
penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur dan buku-
buku ilmiah serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penelitian ini yang diambil dari polsek kodeha sebagai instansi yang
berkaitan dengan masalah dan objek penelitian.
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F. Instrumen Penelitian
Dalam upaya mengumpulkan data, maka suatu penelitian haruslah
ditunjang oleh instrumen penelitian  yang memadai, oleh karena gambaran penelitian
akan menjadi arah pandangannya bila ditunjang instrumen yang tersedia. Hal ini
merupakan kondisi fisik yang sehat jasmani dan rohani, akan dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik dan sempurna dengan alat tulis serta sarana lainnya yang
memadai. Oleh karena itu, maka  suatu penelitian mutlak membutuhkan instruimen
dalam memperoleh data penelitian. Lebih lanjut E Joko Subgyo mengemukakan
bahwa instrumen  penelitian sebagai suatu pasangan para petugas  lapangan
merupakan pedoman satu- satunya yang sengaja  disiapkan dalam bentuk yang di
kehendaki untuk secara serentak dalam waktu yang ditentukan.7
Demikian halnya dengan penelitian ini penulis telah menyiapkan beberapa
instumen atau alat penelitian sebagai berikut :
1. Lembar Observasi dibuat untuk mengetahui sejauhmana perkembangan
polsek Kodeoha melalui pengamatan penulis secara langsung di lapangan.
2. Interview/Quisioner, dibuat untuk merinci berbagai pertanyaan secara
sistematis untuk mengatahui perlakuan aparat kepolisian di sektor Kodeoha
terhadap pelanggar lalu-lintas dan bagaimana pengaruhnya.
3. Dokumentasi, yakni penulis meneliti dan mencatat data-data melalui
dokumentasi atau arsip yang ada hubunganya dengan masalah yang akan di
bahas dalam skripsi ini.
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G. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan
pengumpulan data sebagai berikut:
a. Penelitian lapangan (field Research)
Untuk mendapatkan data yang konkrit yang berhubungan dengan
Peranan Polri dalam Meningkatkan Disiplin Berlalu lintas, maka penulis
langsung melakukan penelitian lapangan dengan cara melalui wawancara
langsung dengan pihak-pihak  yang terkait dengan penelitian ini.
Adapun yang menjadi sasaran dalam wawancara ini yaitu Kapolsek
Kodeoha serta jajarannya.
b. Penelitian kepustakaan (Library Research)
Melalui penelitian ini diperoleh dats sekunder dengan cara
membaca dan menelaah beberapa literatur maupun buku-buku dan
mempelajari dokumen-dokumen yang ada pada Polsek Kodeoha serta
peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pembahasan
ini.
H.Teknik analisis data
Analisa data atau teknik penelitian merupakan salah satu langkah penting
dalam rangka memperoleh hasil penelitian. Setelah memperoleh data-data dan
imfomasi dari hasil pengumpulan data yang dilakukan telah rampung terkumpul,
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kemudian data tersebut siap untuk diolah. Data yang diperoleh tersebut akan
menentukan kita kearah temuan ilmiah, bila diolah dengan teknik-teknik yang tepat.
Pada dasarnya data yang di butuhkan dalam pembahasan datapun hanya
bersipat kualitatif yang bersifat komentar tafsiran terhadap data yang di peroleh
dengan tidak menggunakan angka-angka statistik.
Adapun metode analisis yang penulis gunakan untuk mengelola data yang
telah diperoleh adalah sebagai berikut :
1. Metode induktif adalah analisa data untuk memperoleh kesimpulan dari hal
yang bersifat khusus ke umum. Dalam metode ini dilandaskan pada
pengetahuan-pengetahuan yang khusus,kemudian merangkaikan faktor-faktor
itu menjadi suatu pemecahanya yang bersifat umum.
2. Metode deduktif adalah metode yang menganalisa data yang bersifat umum,
dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian mengambil kesimpulan yang
bersfat khusus.
3. Metode komparatif adalah penyajian dengan mengadakan pembandinganan
antara konsep yang satu dengan konsep yang lain baik yang bersifat umum
maupun yang bersifat khusus, lalu penulis menarik kesimpulan dari hasil
perbandingan tersebut.
Adapun data yang didapatkan secara kuantitatif akan dianalisis dengan
menggunakan rumus sederhana untuk mengetahui persentase jawaban respinden.
Berikut rumus yang akan digunakan:
Persentase jumlah Sebenarnya =
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. SekilasTentang Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara
Kecamatan Kodeoha merupakan kecamatan yang berada dalam lingkup
Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pembahasan ini penulis
akan mengemukakan beberapa kondisi objektif Kecamatan Kodeoha yang disadur
dari Badan Pusat Statistik dengan menambahkan beberapa penjelasan agar
mempertajam maksud dari tulisan ini. berikut beberapa penjelasan tentang kondisi
kecamatan Kodeoha
1. Keadaan Geografis
Letak geografis daerah Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka utara
terletak di bagian utara yaitu melintang dari utara ke selatan kira-kira 3̊ 20’ 0’ LS - 3̊
30’ 0’ LS dan membujur dari barat ke timur antara 120̊  55’ 0’ BT – 121̊ 10’ 0’ BT.
Adapun batas wilayah Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara memiliki batas-
batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kodeoha Tiwu
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Uluiwoi Kabupaten
Kolaka
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Katoi
- Sebelah barat berbatasan dengan teluk Bone
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Luas wilayah Kecamatan Kodeoha kabupaten Kolaka Utara mencakup
wilayah daratan dan lautan karena terletak di pesisir pantai teluk Bone. Luas daratan
Kecamatan Kodeoha sebesar 280,13 . Relief permukaan daratan Kecamatan
Kodeoha terdiri dari daerah pegunungan dan bukit terjal di bagian timur serta dataran
yang landai di bagian utara sedangkan di bagian selatan mengarah ke barat adalah
berupa dataran merata hamper di sepanjang bibir pantai teluk Bone. Ketinggian
wilayahnya mencapai +/- 9 m dari permukaan laut.
Dari aspek oceanografi Kecamatan Kodeoha memiliki perairan laut yang
sangat luas dan cukup potensial untuk pengembangan usaha bidang perikanan,
pengembangan budi daya rumput laut yang dikenal memiliki nilai ekspor dan
ekonomi tinggi. Namun, potensi alam yang melimpah ini belum dimanfaatkan secara
optimal,sehingga  jika dibandingkan dengan kematan lain seperti Lambai yang juga
memiliki potensi yang sama tergolong masih rendah dari segi pemanfaatannya.
Keindahan pantai Kodeoha dengan hamparan pasir putih dan tebaran alamiah batu
karangnya  yang membujur ke utara merupakan daya tarik tersendiri yang dapat
dikembangkan sebagai potensi pariwisata
Keadaan musim di daerah ini umumnya sama seperti dengan keadaan
musim di daerah lain di Indonesia yang mempunyai 2 musim yaitu musim penghujan
dan musim kemarau. Selama tahun 2008 musim hujan terjadi 2 kali yaitu pada bulan
pebruari-april dan pada bulan Agustus – November arus angin yang terjadi pada
bulan-bulan tersebut mengandung uap air yang berhembus dari Asia dan Samudera
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Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Sedangkan musim kemarau terjadi antara akhir
bulan April- Juli di mana antara bulan tersebut angin timur yang bertiup dari
Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air.
2. Sistem Pemerintahan
Bentuk pemerintahan Kecamatan Kodeoha Kabupaten Kolaka Utara sama
seperti dengan daerah lain pemerintahannya juga terus berbenah dengan membuka
ruang untuk akses pemekaran wilayah dalam rangka pengembangan wilayah yang
lebih maju. Seperti diketahui bahwa pada tahun 2007 terdapat 16 wilayah desa yang
dikuasai secara administrative oleh pemerintah Kecamatan Kodeoha. Untuk
merespon semangat otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya percepatan/
akselerasi pembangunan maka pada tahun 2008 wilayah Kecamatan Kodeoha secara
defenitif mengalami pemekaran Kecamatan yakni Kecamatan Tiwu. Sehingga secara
administrasi dan kewilayahan pemerintahan Kecamatan Kodeoha dengan Ibukotanya
Mala-mala terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan.
Dalam merealisasikan tujuan pembangunan pemerintahan berupaya
meletakkan sendi-sendi kehidupan desa/kelurahan yaitu masyarakat desa/kelurahan
yang mapan dari segi material, spiritual, serta akhlak menuju masyarakat adil,
merata, makmur dan sejahtera. Realisasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan
tahun 2008 terlihat bahwa Kecamatan Kodeoha berhasil menjalankan program
pembangunan desa/kelurahan. Indikasinya adalah meningkatnya status
desa/kelurahan yang ada, di mana pada tahun sebelumnya terdapat 10 desa dengan
status swadaya 5 desa swakarya dan sisanya 1 desa/kelurahan yang sudah mencapai
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kemakmuran atau tingkat swasembada. Di tahun 2008, seluruh desa/kelurahan yang
berada dalam lingkup Kecamatan Kodeoha tersisa 3 desa yang berstatus swadaya
selebihnya meningkat dengan status swakarya.
Dari aspek pertahanan sipil, jumlah aparat hansip/linmas selama setahun
terakhir mengalami pengurangan personel. Ini merupakan akibat dari semakin
kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
3. Penduduk dan Tenaga Kerja
Berbagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi
telah dilakukan pemerintah melalui beberapa program Keluarga Berencana (KB)
yang telah dimulai sejak 1970-an. Meski demikian, kebijakan kependudukan dan
program pembangunan sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan pemerintah
selama ini berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk khususnya di Kecamatan
Kodeoha. Hal itu terlihat pada tahun 2006 penduduk Kecamatan Kodeoha sebesar
11.524 jiwa dan akhir tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 2,02% menjadi
11.291 jiwa.
Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahunnya
jika tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Persebaran penduduk
cenderung variatif dengan persebaran persentase, persebaran antara desa insuk dan
desa baru terbentuk (desa pemekaran)
Sebaran jumlah penduduk di Kecamatan Kodeoha tidak merata disetiap
wilayah administrasinya. Kecenderungan ini terlihat pada kepadatan penduduk yang
terpusat pada beberapa daerah tertentu. Kepadatan penduduk Kecamatan KOdeoha
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sedikit mengalami kenaikan yang sebelumnya 40,31 penduduk perkilometer persegi
ditahun 2007 dan pada tahun 2008 menjadi 44, 00 penduduk perkilometer persegi.
Kepadatan tertinggi terdapat di desa delang-delang yang memiliki kepadatan sebesar
446 penduduk perkilometer persegi.menyusul kelurahan Mala-mala yang merupakan
ibu kota kecamatan dengan kepadatan penduduk sebesar 346 penduduk perkilometer
persegi.
Informasi mengenai komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, dan
rumah tangga penting untuk diketahui untuk pengembangan perencanaan
pembangunan manusia baik pembangunan ekonomi, sosial, politik lingkungan dan
sebagainya yang relevan dengan peningkatan kesejahteraan manusia.
Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh
perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu jika angka
kelahiran pada suatu daerah sangat tinggi maka dapat mengakibatkan daerah tersebut
sebagai daerah yang banyak berpenduduk usia muda. Daerah yang tingkat
pertumbuhan penduduknya masih tinggidengan proporsi penduduk usia muda masih
besar tersebut memerlukan investasi sosial dan ekonomi yang besar pula untuk
penyediaan sarana tumbuh kembang termasuk pendidikan dan kesehatan. Keadaan
struktur umur penduduk di Kecamatan Kodeoha menunjukkan bahwa pada tahun
2008 sebesar 37,51% dari jumlah penduduk adalah tergolong penduduk usia muda
yang berumur 0-14 tahun.
Berdasarkan ratio jenis kelamin pada tahun 2007-2008 yaitu setiap 100
penduduk perempuan terdapat lebih dari 100 penduduk laki-laki atau dengan kata
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lain pada tahun 2008 setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-
laki. Sedangkan jumlah rumah tangga pada penduduk Kecamatan Kodeoha dalam
kurun waktu 2007-2008 mengalami kenaikan sebesar 6,03% yaitu dari 3215 rumah
tangga di tahun 2007 bertambah menjadi 3409  pada tahun 2008, dengan rata-rata
anggota rumah tangga pada tahun 2008 adalah 4 orang dalam setiap rumah tangga.
Data tentang situasi ketenaga kerjaan merupakan salah satu data pokok yang
dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial bahkan tingkat kesejahteraan
penduduk di suatu wilayah dalam suatu daerah tertentu. Konsep angkatan kerja
merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja pada periode
tertentu. Menurut jenis kegiatannnya penduduk berumur 15 tahun ke atas dapat
dikategorikan menjadi 2 kelompok yaitu:
- Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan
mempunyai pekerjaan, baik bekerja sementara maupun tidak bekerja
karena sesuatu hal seperti pegawai yang sedang cuti, petani yang sedang
menunggu hasil panennya. Disamping itu, bagi mereka yang tidak
mempunyai pekerjaan tapi sementara mencari pekerjaan termasuk
angkatan kerja.
- Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas dan
kegiatannya hanyalah bersekolah, mengurus rumah tangga dan
sebagainya (kegiatan yang tidak aktif secara ekonomis)
Ketersediaan lapangan kerja yang relative terbatas ( yaitu ketidak mampuan
pasar kerja menyerap angkatan kerja yang tersedia) yang senantiasa bertambah setiap
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tahun seiring dnegan bertambahnya jumlah penduduk adalah isu urgen yang
memerlukan perhatian yang cukup serius. Kondisi ini tentunya menjadi pemicu
tingginya angka pengangguran yang tidak hanya menimbulkan berbagai masalah-
masalah ekonomi melainkan juga melahirkan berbagai masalah-masalah sosial,
seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.
Penduduk Kecamatan Kodeoha ditinjau dari lapangan pekerjaan utama
terdiri dari beberapa sector lapangan pekerjaan yang utama. Sector pertanian paling
banyak menyerap tenaga kerja, yakni sebesar 4.366 tenaga kerja kemudian disusul
perdagangan, jasa, angkutan dan komunikasi.
4. Kondisi sosial
Adapun kondisi sosial pada masyarakat Kecamatan Kodeoha tercermin dari
pembangunan sektor-sektor sosial seperti
- Sektor Pendidikan
Sasaran pembangunan pendidikan dititik beratkan pada peningkatan mutu
dan perluasan kesempatan belajar disemua jenjang pendidikan mulai dari
taman kanak-kanak sampai pada perguruan tinggi. Upaya peningkatan
pendidikan yang ingin dicapai tersebut agar mengahsilkan manusia
seutuhnya, sedangkan perluasan kesempatan belajar dimaksudkan agar
pernduduk usia sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan
dengan laju pertumbuhan penduduk.
Menyadari akan arti pentingnya pendidikan tersebut, pemerintah telah
melakukan berbagai kebijakan antara lain dengan penyediaan sarana dan
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prasarana pendidikan yang semakin memadai sehingga dapat memperluas
jangkauan pelayanan dan kesempatan pada masyarakat untuk memperoleh
pendidikan. Salah satu indikatornya diketahui bahwa banyaknya sekolah,
guru dan murid pada pendidikan taman kanak-kanak di Kecamatan Kodeoha
tahun ajaran 2008/2009 yaitu terdapat 6 sekolah dengan jumlah guru
sebanyak 23 orang dan jumlah murid 124 orang.  Jumlah ini lebih banyak
dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya. Perkembangan ini
menunjukkan bahwa pendaftaran jumlah murid baru lebih banyak
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Seperti halnya pada jenjang pendidikan TK, data pada tahun 2008/2009
untuk jenjang sekolah lainnya baik berupa jumlah gedung, jumlah guru
maupun jumlah murid, pada umumnya juga terjadi perubahan dibanding
tahun ajaran 2007/ 2008 meskipun hal itu tidak terlalu signifikan. Jumlah
gedung sekolah dasar (SD) pada tahun 2008/2009 jumlahnya berubah dari
tahun sebelumnya. Terdapat 9 unit sekolah dasar (SD) saat ini, sekolah ini
memiliki guru/tenaga pengajar sebanyak 137 orang yang sebelumnya 161
orang dan murid berjumlah 1815 orang dari sebelumnya 2373 orang murid
Sementara unit sekolah lanjutan tingkat pertama pada tahun 2008/2009 juga
mengalami penurunan jumlah sekolah maupun jumlah tenaga pengajarnya
dari tahun sebelumnya. Terdapat satu unit sekolah SLTP saat ini, dengan
jumlah pengajar sebanyak 25 orang. Hal yang sama juga terjadi pada
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sekolah lanjutan tingkat atas, sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya
tidak ada penambahan dan hingga kini terdapat satu unit sekolah saja.
- Agama
Pembangunan di bidang agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME
diarahkan untuk menciptakan keselarasan dan kerukunan hubungan antara
umat beragama, keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia,
hubungan manusi dengan penciptanya serta manusia dengan alam
sekitarnya.
Peningkatan mutu keagamaan saat ini saat ini menjadi urgen untuk
dilaksanakan. Kegiatan pembangunan di bidang agama di Kecamatan
Kodeoha terus ditingkatkan seperti pembangunan sarana peribadatan,
pembinaan umat beragama dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.
Pembangunan dibidang ini sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian
pembangunan masyarakat yang berakhlak mulia, suatu masyarakat yang
diharapkan dapat membangun dirinya keluarganya dan daerahnya.
Pada tahun 2008 terdapat 24 unit tempat peribadatan yaitu terdiri dari 23
unit masjid dan 1 unit langgar atau mushalla. Berdasarkan data departemen
agama tahun 2008, dari 12.313 jiwa penduduk Kecamatan Kodeoha 99,35%
diantaranya adalah pemeluk agama Islam
- Sosial lainnya.
Pembangunan di bidang sosial lainnya di Kecamatan Kodeoha diarahkan
untuk terwujudnya kehidupan dan penghidupan sosial baik dari segi
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material maupun spiritual di mana penyelesaian masalah kesejahteraan
sosial menjadi prioritas utama seperti kemiskinan, keterbelakangan,
keterlantaran, kerawanan, ketentraman sosial dan bencana alam. Potret
kehidupan sosial di wilayah ini adalah jumlah keluarga yang tinggal
dibantaran sungai terbanyak di desa Kasumeeto. Secara kesleuruhan untuk
Kecamatan Kodeoha terdapat 155 rumah tangga yang bermukim dipinggiran
sungai. Sedangkan untuk penyandang cacat badan selama tahun 2008
tercatat sebesar 15 orang dan jompo sebesar 139 orang. Jumlah jompo ini
mengalami peningkatan selama satu tahun terakhir.
Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2008 sebanyak 899
orang terdiri dari anak terlantar 82 orang, keluarga pakir miskin sebanyak
633 orang dan penyandang masalah kesejahteraan lainnya sebanyak 148
orang. Sedangkan masyarakat terasing dan tunasusila tidak ada. Masyarakat
penyandang masalah keseahteraan sosial selama kurun waktu tahun 2008
mengalami penurunan terutama untuk masalah kesejahteraan sosial yang
tidak berkaitan dengan anak terlantar dan fakir miskin.
B. Peranan Polri dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas di wilayah hukum
polsek Kodeoha
Dalam hal pengukuran terhadap peranan polisi dalam meningkatkan disiplin
berlalu-lintas di wilayah hukum Polsek Kodeoha berikut penulis akan
mengemukakan penjelasan seputar hasil penelitian yang penulis dapatkan di
lapangan. Berikut ini pertanyaan yang diajukan, hasil dan analisisnya:
54
1. Apakah anda merupakan anggota kesatuan dari Kepolisian sektor ini?
a. Ya
b. Bukan, tapi diberi tugas di wilayah ini
c. Tidak sama sekali
Dari pertanyaan ini 100 % responden merupakan anggota tetap dalam
kepolisian sector ini dibuktikan dengan jawaban yang dikemukakan 100% menjawab
dengan jawaban (a), artinya totalitas responden dapat dijadikan sebagai sumber
informasi yang valid berkenaan dengan peranan kepolisian dalam sector Kecamatan
Kodeoha.




Pada bagian ini, totalitas responden memahami konsepsi UU No. 22tahun
2009 tentang lalu-lintas. Jadi analisis terhadap peningkatan kedisiplinan dapat
dilakukan dengan menganalisis tingkat pengetahuan/pemahaman para responden
terhadap UU tersebut. Adapun validitas jawaban yang dikemukakan oleh para
responden akan diujicoba dengan menganalisis jawaban-jawaban tersebut dengan
membandingkannya dengan jawaban selanjutnya.
3. Bagaimana sikap anda apabila terjadi pelanggaran lalu-lintas di daerah tempat
anda bertugas?
a. Melaksanakan tindakan cepat sesuai hati nurani
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b. Melaksanakan penindakan sesuai protap yang ada
c. Dll…………………………………………………(diisi sesuai jawaban)
Secara umum jawaban yang dikemukakan oleh responden bervariasi. Dari
hasil penganalisaan data, jawaban responden memiliki tingkat validitas yang cukup
karena dari keseluruhan responden terdapat 28,57% yang menjawab dengan jawaban
(a), 42,85% dengan jawaban (b), dan 28,57 % dengan jawaban (c) dan variasi
jawaban yang memilih opsi (c) juga berbeda-beda. Berikut ini jawaban yang mereka
kemukakan:
- M. Aris: “memberikan tindakan persuasive”.
- Rachman Arief: “member peringatan”.
Dari jawaban yang dikemukakan, terlihat adanya perbedaan pemaknaan
responden terhadap tindakan pelanggaran lalu-lintas. Opsi (c) yang penulis siapkan
dengan jawaban kosong merupakan pilihan yang penulis siapkan dengan maksud
agar responden memberikan jawaban apabila tidak puas dengan opsi yang ada berupa
penjelasan UU terhadap tindak pidana pelanggaran lalu-lintas. Namun, tidak satupun
responden yang menjelaskan tentang penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas
dari perspektif UU yang berlaku atau yang sedang penulis kaji yakni UU No. 22
tahun 2009
4. Seperti apa sanksi yang sering anda terapkan apabila menemukan pelanggaran
lalu-lintas?
a. Menyelesaikan secara persuasive sesuai dengan kondisi pelaku
b. Melakukan tindakan sesuai prosedur pemidanaan
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c. Dll………………………………………………..(diisi sesuai jawaban)
Jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan di atas juga bervariasi. Dari
jawaban tersebut didapatkan data bahwa 71,42% responden memilih opsi (a) dan
28,57% responden memilih opsi (b) sebagai jawaban. Selayaknya dari jawaban yang
dikemukakan atau pilihan opsi yang dikemukakan oleh responden, penulis
mengharap adanya yang menjelaskan sanksi pelanggaran lalu-lintas sesuai UU No.
14 tahun 1992 di atas. Namun, dari keseluruhan responden tidak ada yang memilih
opsi (c) atau memberikan jawaban yang sesuai dengan sanksi yang diberikan
terhadap pelanggar disiplin berlalu-lintas sesuai dengan UU lalu-lintas. Olehnya itu,
penulis mengindikasikan tidak adanya pengetahuan aparat terhadap sanksi pelanggar
disiplin berlalu-lintas sesuai dengan UU lalu-lintas.
Selain itu, opsi jawaban yang diberikan oleh responden yang lebih banyak
memilih opsi (a) juga mengindikasikan kecenderungan penyelesaian masalah di luar
jalur hukum yang telah ditetapkan oleh UU dengan dalih pemberian sanksi sesuai
dengan hati nurani. Padahal penyelesaian masalah di luar jalur hukum yang tepat dan
apalagi jika penyelesaian tersebut disesuaikan dengan kondisi pelaku, maka potensi
terjadinya KKN semakin besar.
5. Bagaimanakah efek dari sanksi yang anda terapkan selama ini?
a. Mengurangi pelanggaran dan meningkatkan efek jera
b. Menimbulkan kesadaran disiplin berlalu-lintas
c. Dll………………………………………………..(diisi sesuai jawaban)
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Dari pertanyaan ini, jawaban yang diberikan oleh responden bervariasi dari
keseluruhan responden 57,14% memberikan jawaban dengan opsi (a) dan 42,86%
memberikan jawaban dengan opsi (b) artinya keinginan untuk membuat jera dalam
penyelesaian hukum lebih tinggi daripada keinginan untuk mengayomi masyarakat
dengan memberikan pendidikan hukum yang baik dan berupaya menyadarkan
masyarakat tentang pentingnya disiplin berlalu-lintas dan memberikan keselamatan
bagi seluruh pengendara.
Kembali ke pertanyaan No. 2 di atas, sebagaimana yang penulis analisis
bahwa jawaban yang akan diberikan oleh responden akan dijadikan asumsi untuk
mengetahui tingkat pemahaman responden terhadap UU  No. 22 tahun 2009. Dari
analisis jawaban yang diberikan, penulis dapat mengasumsikan bahwa responden
yang merupakan perwakilan dari kesatuan unit lalu-lintas di Mapolsek Kodeoha
kurang memahami UU No. 22 tahun2009 atau UU lain yang mengatur tentang
kedisiplinan berlalu-lintas. Terlebih lagi apabila menyinggung kemampuan
memahami makna dari UU yang ada, penulis menemukan dari analisis terhadap
jawaban No. 5 di mana lebih banyak yang menginginkan memberikan efek jera
dibandingkan penyadaran hukum, maka, penulis menganggap bahwa semangat
penyadaran yang diberikan oleh UU difahami sebagai pemberian efek jera.
6. Menurut anda, apakah selama ini telah terjadi peningkatan secara signifikan




c. Dll………………………………………………(diisi sesuai jawaban)
Dari jawaban yang diberikan oleh responden 100% responden memilih opsi
(a) artinya seluruh responden menganggap telah terjadi peningkatan signifikan dari
tingkat kedisiplinan masyarakat. Validitas dari jawaban responden inipun akan
diujicobakan dengan melihat jawaban yang diberikan pada pertanyaan No. 7
selanjutnya.
7. Menurut anda seperti apa kebijakan yang dapat diterapkan dalam mengurangi
pelanggaran berlalu-lintas di daerah bapak? Alasannya?
Adapun jawaban yang dikemukakan oleh responden dapat dilihat di bawah
ini:
- Memberikan sosialisasi tentang UU No. 22 tahun 2009 tentang disiplin
berlalu-lintas, agar masyarakat tahu dan mengerti sanksi hukum melanggar
lalu-lintas (Briptu Risal Asri).
- Memberikan sosialisasi tentang UU No22 tahun 2009 tentang disiplin
berlalu-lintas, agar masyarakat tahu dan mengerti sanksi hukum ketika
melanggar lalu-lintas (Briptu A. H. Muslim)
- Melaksanakan tindakan cepat sesuai dengan hati nurani. Alasannya, supaya
masyarakat yang ditindak tidak merasa disusahkan dan tidak ada beban
kepada pelanggar (Briptu Irfan).
- Tindakan persuasive, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang
kesadaran berlalu-lintas, sehingga dengan penindakan tersebut di atas,
masyarakat lebih memahami aturan lalu-lintas serta dapat lebih bijak
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mengurangi pelanggaran lalu-lintas. Di samping itu, tindakan tersebut di
atas tidak menimbulkan beban kepada pelanggar serta tidak menyusahkan
pelanggar (Briptu M. Aris)
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan
berlalu-lintas agar mengurangi pelanggaran berlalu-lintas (Bripda Rachman
Amir)
- Memberikan sosialisasi tentang penerangan berlalu-lintas sesuai UU No.
1992 tentang disiplin lalu-lintas (Briptu Hamzah. P)
- Menurut analisa saya selaku Kapolsek di Kecamatan Kodeoha dan
Kecamatan Tiwu, wilayah ini baru dimekarkan sehingga masyarakat pada
umumnya belum memahami aturan dan tata tertib berlalu lintas. Adapun
tindakan yang kami terapkan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan
kesadaran masyarakat dalam berlalu-lintas antara lain:
a) Sosialisasi UU Lalu-lintas yang baru UU No. 22 tahun 2009 baik ke
sekolah-sekolah maupun ke masyarakat
b) Melakukan tindakan preventif dengan menekan, menegur dan
mengingatkan pengendara roda 4 maupun roda dua bahwa kebijakan
pemerintah mengeluarkan/ menerapkan UU lalu-lintas yang baru UU
No. 22 tahun 2009 dengan sanksi denda yang cukup besar semata-mata
tujuannya untuk memaksakan masyarakat agar selamat dalam berlalu-
lintas di jalan.
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Dari varian jawaban yang dikemukakan oleh responden, penulis melihat
hanya ada satu responden yang betul-betul memahami perkembangan peraturan
perundang-undangan khususnya yang berkenaan  dengan UU lalu-lintas. Olehnya itu,
selayaknya perlu adanya stabilitas penyeimbangan imformamsi yang dilakukan oleh
aparat bukan hanya kepada masyarakat akan tetapi juga dilancarkan kepada para
anggota / aparat kepolisian yang akan ditugaskan di lapangan dengan maksud
menghindari kekeliruan cara pandang terhadap UU yang dalam hal ini adalah
penerapan UU lalu-lintas.
Sebagai tambahan analisis, perlu untuk penulis tambahkan bahwa dalam
penelitian ini responden cenderung memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan
kemampuan responden, terkhusus pada pertanyaan yang berhubungan dengan
pemahaman responden terhadap UU lalu-lintas sendiri. Olehnya itu, sosialisasi
perundang-undangan selayaknya tidak hanya diarajkan kepada masyarakat, akan
tetapi sosialisasi dan penjelasan atas peraturan perundang-undangan juga selayaknya
dilakukan terhadap aparat, s ehingga pelaksanaan peraturan perundang-undangan di
tingkat pelaksana dapat berjalan sesuai dengan amanah UU.
C. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan disiplin berlalu
lintas di Wilayah  Hukum Polsek Kodeoha
Dalam upaya meningkatkan disiplin berlalu-lintas masyarakat, diakui
banyak kendala yang mesti dihadapi oleh aparat pada tingkat pelaksana di lapangan.
Kendala-kendala tersebut ,mengakibatkan semakin rapuhnya upaya peningkatan
kedisiplinan masyarakat dalam berlalu-lintas di jalan.
61
Salah satu kendala yang ditemukan di lapangan diungkapkan oleh Kanit
lantas sendiri bahwa kurang mampunya mengendalikan kondisi diakibatkan oleh
kurangnya personel yang khusus menjaga pelaksanaan disiplin berlali-lintas di
lapangan. Jadi, fenomena kurangnya personel pada tingkat pelaksana menjadi factor
terpenting dalam melakukan berbagai upaya pengamanan bagi penggunaan jalan
raya. Kendala selanjutnya diungkapkan oleh Kapolsek bahwa kondisi seperti itu
merupakan akibat dari kurangnya tingkat pendidikan atau kurangnya masyarakat
yang mengenyam pendidikan dalam tingkat yang lebih tinggi sebagaimana yang
penulis uraikan sebelumnya pada bagian pertama Bab IV ini.
Kedua kendala yang penulis uraikan merupakan kendala yang bersifat
structural dan sosiologis. Sehingga membutuhkan bantuan dari berbagai pihak demi
terwujudnya sistem pengamanan lalu-lintas yang baik dan kondusif. Perihal ini mesti
untuk segera ditanggulangi agar masyarakat terhindar dari berbagai masalah
khususnya yang berhubungan dengan lalu-lintas. Sesungguhnya yang mempengaruhi
permasalahan lalu lintas adalah latar belakang kehidupan, pembentuk pengalaman
para pemakai jalan dan manajemen lalu lintas.
1. Latar belakang kehidupan masyarakat
Disiplin pemakai jalan yang rendah dapat dikatakan perilaku
dalam berlalu lintas yang sering melanggar. Mereka kurang
memmatuhi aturan-aturan yang ahrus ditaati, mereka kurang
menghiraukan kesulitan orang lain dari perbuatannya karena dia
melanggar.
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Bila kita telusuri atau kita cari tahu perilaku seseorang, ada
penyebab dari pengalaman yang membentuk dia, dan faktor
“stimulus” yang ada disekelilingnya, dan kondisi organik dia sendiri.
Penggalaman masa lalu dan kondisi organik seseorang akan
menafsirkan stimulus yang diterimahnya akan diolah  dalam kognisi,
afeksi, dan konasi atas dasar pengalaman masa lampau, jadilah dia
mempunyai perilaku.
Bila kita amati sebagian masyarakat besar masyarakat
indonesia ekonominya lemah, dan proses pendidikan yang
diterimahnya juga rendah dan kacau. Ekonomi yang lemah
membentuk dia mementingkan dia untuk bertahan hidup dari pada
aturan-aturan yang harus diikutinya. Lebih ruyam lagi terhadap
mereka yang mendapatkan pendidikan yang baik, mereka kurang
menghargai norma-norma dimasyarakat atau peraturan-peraturan yang
ada. Orang semacam ini kurang memiliki disiplin murni. Inilah yang
mengakibatkan dia menangkap stimulus dijalan berbentuk lalu lintas,
akan diterjemahkan dalam berjuang untuk hidup denga kurang
mengahasilkan norma-norma.
Penulis sependapat dengan Kuntjaraningrat dalam
bukunya”kebudayaan mentalitet dan pembanggunan” (1979) bahwa
akibat penjajahan yang cukup lama dan juga akibat perang
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kemerdekaan yang relatif lama pula maka mentalitet pembengunan
kita menjadi:
a. Mentalitet yang suka menerobos. Yaitu mentalitet yang ingin cepat
dapat sesuatu tanpa melalui perjuangan keras, ingin cepat sampai.
Kalau untuk pemakai jalan iya ingin cepat sampai dengan berusaha
menyalip kendaraan didepannya, walau dia melanggar.
b. Sifat yang tidak percaya pada diri sendiri ini terlihat dari mereka yang
ingin lepas tanggung jawab, bila melanggar.
c. Mentalitet meremehkan mutu. Hasil kerja atau perbuatannya kurang
mendapat perhatiannya yang penting asal sampai.
d. Sifat tidak disiplin murni. Bila ada petugas mereka disiplin tetapi bila
tidak ada petugas, mereka tidak disiplin.
e. Sifat yang mengabaikan tanggung jawab. Pada masalah lalu lintas
adalah banyaknya tabrak lari.
2. Budaya orientasi ke atas.
Budaya orientasi ke atas juga disebutkan pula oleh
Kuntjaraningrat dalam bukunya tersebut tadi bahwa ”nilai budaya
yang terlampau banyak berorientasi vertikal terhadap orang-orang
pembesar, orang-orang berpangkat tinggi, dan orang-orang tua”.
Namun budaya ini tidak dimanfaatkan oleh pejabat termasuk
beberapa polantas sebagai tauladan dalam tertib berlalu lintas.
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Sehingga perilaku pejabat yang kurang tertib berlalu lintas akan
diikuti pula oleh masyarakat.
3.  Penyalahgunaan pemberian SIM adalah kesalahan besar.
Kesalahan besar bagi petugas yang menyalah gunakan
pengujian mendapatkan SIM adalah tidak memberikan penggalaman
bagi calon pemegang SIM. Para pemegang SIM yang tanpa melalui
ujian secara wajar, tidak mendapatkan penggalaman menggunakan
jalan dengan baik, mereka tidak mendapat teguran pada waktu salah.
Hal ini akan berpengaruh dalam perilaku menggunakan jalan. Malah
dimungkinkan kurang menguasai peraturan-peraturan lalu lintas.
4. Berdamai dengan pelanggar lalu lintas adalah kesalahan besar
Berdamai dengan pelanggar lalu lintas dan meminta uang
(pungli) adalah memberi pengalaman yang sangat jelek bagi para
pelanggar. Mereka tidak akan merefleksi pelanggaran yang
dilaksanakan untuk dihindari pada waktu berikutnya, tetapi akan
mendidik menyiapkan uang untuk memberi kepetugas guna
pelanggaran. Disini akan tercipta untung rugi pelanggaran. Jelas bagi
mereka yang melakukan pungli ini akan menambah permasalahan lalu
lintas.
5. Manajemen lalu lintas
Manajemen lalu lintas, perlu kita akui belum membudaya
dilingkungan polisi. Apa rencana yang dibuat untuk kegiatan yang
65
akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakan rencana tersebut dan
bagaimana mengendalikannya anggota yang melaksanakan tugasnya.
Para pejabat polisi kurang memanfaatkan daya manajerial dan
mendaya gunakan fungsi-fungsi yang ada dipolisi lalu lintas. Hal ini
yang menggakibatkan dari hari kehari lambat kemajauannya.
Disamping itu para pimpinan sat lantas kurang memanfaatkan
secara optimal potensi yang dimilikinya, khususnya sumber dana
untuk mendorong fungsi yang ada padanya menjadi lebih optimal.
Misalnya penelitian terhadap administrasi dan manajemen lalu lintas
yang benar-benar sesuai informasi manajemen13.
D. Upaya Polri Untuk Mengikutsertakan Masyarakat Dalam Disiplin Berlalu
Lintas
Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh polisi dan faktor-faktor
yang mempengaruhinya sehingga permasalahan semakin kompleks. Peneliti
berpendapat bahwa polisilah yang harus menjadi pelopor, dinamisator terciptanya
tertib lalu lintas ini. Karena dengan perannya sebagai pelopor dan dinamisator yang
gigih dapat mempengaruhi instansi terkait untuk memerankan penanggulangan
masalah lalu lintas.
13 Sanyata Sumanasa Wira, Menyongsong Modernisasi POLRI. (Bandung: Sespin Polri,
1992), h. 69-70.
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Hal-hal yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi permasalahan lalu lintas
dan mengikutsertakan masyarakat dalam disiplin berlalu lintas adalah sebagai
berikut:
1. Membentuk tertib lalu lintas sejak dini
Perilaku seseorang banyak dipengaruhi oleh latar belakang mereka
dalam memahami sesuatu hal. Khususnya dalam pemahaman tertib lalu lintas
ini, perlu diterapkan pemahaman sejak umur 3-5 tahun usia anak. Berarti
ditujukan pada keluarga/ rumah tangga. Kemudian dilanjutkan diTK, SD,
SMP, dan SLTA.
a. Pemahaman tertib lalu lintas pada usia 3-5 tahun.
Ini berarti memberi bahan-bahan yang perlu disampaikan oleh
orang tua kepada anak-anaknya. Bahan tersebut berupa pengenalan
tentang lalu lintas, berupa gambar, dan buku pedoman atau dapat
berupa mainan yang dapat menimbulkan pemahaman bagi sianak.
b. Pemahaman tertib lalu lintas pada masa anak duduk diTK.
Ini berarti memberi bahan-bahan yang tepat kepada para guru
TK. Bahannya berupa larangan dan keharusan yang berkaitan dengan
pejalan kaki.
c. Pemahaman tertib lalu lintas pada anak yang duduk dibangku SD.
Ini diarahkan kepada guru yang akan memberikan
pengetahuan berupa bahan-bahan yang akan diberikan kepada anak-
anak SD, yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan rambu-rambu
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jalan, marka jalan, dan dampak yang ditimbulkan bila pemakai jalan
melanggar peraturan lalu lintas.
d. Pemahaman tertib lalu lintas pada pelajar SMP.
Pelajar SMP sebagian sudah termasuk pemakai jalan yang
aktif. Misalnya pengendara sepeda, atau sepeda motor, ini diarahkan
kepada yang akan memberikan pengetahuan. Munkin bisa
dimasukkan kedalam pelajaran IPS dengan bahan-bahan yang
diberikan, adalah pengenalan marka jalan dan peraturan-peraturan lalu
lintas yang harus diketahui para pemakai jalan.
e. Pemahaman tertib lalu lintas pada pelajar SLTA.
Pelajar SLTA sudah termasuk pemakai jalan yang aktif,
seperti pengendara motor, atau ada yang sudah sebagai pengemudi
mobil. Untuk hal ini bahan-bahan pengetahuan lalu lintas yang perlu
diberikan pada anak SLTA adalah peraturan-peraturan lalu lintas yang
harus diketahui para pemakai jalan. Termasuk pemberian pengetahuan
cara mendapat SIM, mengurus STNK, dan BPKB, dan sebagainya.
Sehingga mereka akan tumbuh tanggung jawabnya untuk menjaga
peraturan lalu lintas dengan baik.
Untuk mewujudkan lalu lintas dengan mulai anak pra sekolah
sampai keSLTA tidaklah mudah. Karena yang harus ditempuh
memerlukan koordinasi yang cukup ulet antara lain dengan depdikbud
untuk menyusun kurikulum, dan anggaran untuk program tersebut.
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Untuk pendidikan pra sekolah munkin bisa melalui Depdagri
khususnya Bangdes.
2. Membentuk pengalaman yang terstruktur bagi para calon pengemudi
Seperti telah penulis singgung didepan, bahwa dengan memperhatikan
akibat yang ditimbulkan, maka penyala gunaan wewenang yang sangat besar
resikonnya atau dapat dikatakan “berat” adalah penyimbangan dalam
pemberian SIM (surat izin mengemudi). Penyimpangan tersebut berupa:
tanpa menguji, daftar ujian dijawabkan oleh petugas, memberikan soal jawab
ujian SIM yang akan dikeluarkan. Mereka yang mendapatkan SIM melalui
jalan seperti tersebut diatas tidak akan memahami cara menggunakan jalan
dengan baik. Mereka akan kurang atensi terhadap larangan dan keharusan
yang harus ditaati dan mereka kurang menghargai pemakai jalan yang lain.
Dengan demikian pemberian ujian bagi semua calon pengemudi
adalah mutlak dan tidak ada prioritas bagi pejabat karena dengan memberikan
prioritas terhadap seseorang, dampaknya akan diikuti oleh orang termasuk
anak bauhnya.
Untuk melaksanakan proses ujian yang “Zakelijk” (apa adanya),
adalah sulit bagi ditlantas. Karena kesulitan ini datangnya dari dalam, yaitu
dari para pimpinan setempat yang mengeluarkan SIM, dengan mengharapkan
interes tertentu; petugas penguji yang melakukan penyimpanan; sarana
pengujian yang kurang memenuhi persyaratan; dan adanya target pencapaian
jumlah SIM dari atas.
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Penulis percaya dengan melihat dampak yang ditimbulkan seperti
yang telah penulis uraikan didepan, pasti semua pihak akan ikut membantu
terlaksananya tertib ujian, termasuk para pimpinan yang mengeluarkan SIM.
3. Membentuk pengalaman yang terstruktur bagi para pengemudi yang
melanggar.
Demikian pula bagi pelanggar lalu lintas yang tidak ditindak apa
adanya (pungli), tidak akan memberi pengalaman yang terstruktur untuk
mengikut tertib lalu lintas. Penulis berpendapat bahwa melihat akibat yang
ditimbulkan, maka penyala gunaan disini merupakan pelanggaran pula.
Untuk menghilangkan problema ini cukup berat bagi Ditlantas.
Karena kaitannya “pungli” tersebut tadicukup kompleks, antara lain: bensin
untuk patroli; pemenuhan kebutuhan anggota yang relatif dibawah standar
cukup; dan penyimpangan anggota untuk interest pribadi. Dengan demikian
untuk menghilangkan “pungli” yang harus diatasi adalah pemberian bensin
patroli yang cukup; menambah intensif anggota yang patroli yang memadai;
serta menghilangkan interest pribadi dengan penindakan yang tegas.
4. Meningkatkan administrasi dan manajemen lalu lintas
Untuk mendukung terlaksananya tertib lalu lintas tersebut, perlu
dibenahi administrasi dan manajemen lalu lintas. Administrasi adalah seluruh
proses kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, ( tertib lalu lintas);
sedangkan manajemen adalah proses kegiatan dari perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pemimpinan, pemotifasian, dan pengendalian
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untuk mencapai tujuan organisasi (tertib lalu lintas). Administrasi merupakan
supra sistem dari manajemen. Kedua hal harus dibenahi, sehingga dapat
mengendalikan seluruh proses kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas.
Sebab bila ini tidak dibenahi terus menerus, maka kebijaksanaan yang
ditetapkan dari atas tidak dapat dikendalikan dengan baik, yang akhirnya
pelaksanaan dari kebijakan yang dikeluarkan tidak diketahui hasilnya.
5. Penyempurnaan Administrasi
Penyempurnaan administrasi perlu dimulai dari kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang telah dikeluarkan. Baik yang berkaitan dengan
pengaturan kemampuan dan kualitas personil; sarana prasarana yang
digunakan, sistem informasi yang digunakan; pengaturan proses
mendapatkan SIM, STNK, BPKB; pedoman kerja; dan sebagainya. Apakah
hal-hal tersebut diatas dapat mendukung tercapainya tertib lalu lintas atau
tidak.
Kesalahan umum yang sering terjadi dalam praktek adalah penentuan
kebijakan tidak untuk tujuan organisasi tetapi adanya interest tertentu. Atau
interest tertentu atau dikamu plasekan dalam tujuan organisasi. Hal ini yang
sering mengakibatkan rusaknya tatanan.
6. Penyempurnaan Manajemen
Penyempurnaan manajemen disini adalah upaya memperbaiki tiap
fungsi manajemen yang diaplikasikan menemui ketepatan sehingga akan




Setiap kegiatan baik yang sifatnya ringan sampai yang berat perlu
dibuat perencanaannya sehingga semua anggota polisi dapat
mengikutinya dengan baik.
b. Pengorganisasian
Perlu dibiasakan atau dilaksanakan oleh setiap anggota adanya
pemberian wewenang dan tanggung jawab yang jelas, dan seimbangnya
wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.
c. Pelaksanaan
Melaksanakan semua kegiatan sesuai rencana yang telah dibuat. Bila
adanya kegiatan yang akan dilaksanakan di luar rencana, perlu diadakan
perencanaan ulang. Sehingga semua kegiatan selalu akan bermuara pada
tujuan organisasi.
d. Pemimpinan
Pemimpinan adalah proses kegiatan, seni dan usaha untuk
mempengaruhi anggota polisi sehingga mereka dapat melaksanakan
tugasnya dengan penuh antusias.
e. Pemotivasian
Untuk mendukung supaya anggota polisi lebih antusias dalam
melaksanakan tugas, perlu dilaksanakan pemberian motivasi kepada
72
anggota polisi. Pelaksanaan pemberian motivasi ini seiring dalam
melaksanakan kepemimpinan tersebut.
f. Pengendalian
Pengendalian akan efektif dan efisien bila menggunakan alat yang
tepat. Alat kendali yang tepat adalah rencana yang telah dibuat
sebelumnya. Oleh karena itu rencana yang dibuat harus digunakan untuk
membuat kriteria standar, dan tolak ukur penilaiannya.
Bila proses manajemen tersebut dilaksanakan maka dapat menunjang
tercapainya tujuan organisasi (tertib lalu lintas)14.






Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Peranan polantas untuk mengatasi permasalahan lalu lintas di kodeoha
dengan cara membentuk tertib lalu lintas sejak dini, membentuk pengalaman
yang terstruktur bagi para calon pengemudi, membentuk pengalaman yang
terstruktur pagi para pengemudi yang melanggar, meningkatkan administrasi
dan manajemen lalu lintas, penyempurnaan administrasi, penyempurnaan
manajemen, dan penngendalian.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala di Kecamatan Kodeoha yaitu kurangnya
personel anggota pada tingkat pelaksana lapangan dan masyarakat yang
kurang berpendidikan, sehingga untuk menjelaskan berbagai peraturan yang
akan diterapkan teramat sulit.
3. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mendisiplinkan masyarakat
yang ada di Kecamatan Kodeoha yaitu peran Polri sebagai pihak yang
berwenang harus terjung langsung ke lapangan dan jalanan mengadakan
penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka tahu bahwa





Saran dari penelitian ini adalah dengan melihat berbagai persoalan yang
ditemukan pada kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan:
1. Agar polisi terus meningkatkan perannya dalam masyarakat dan semakin
menunjukkan eksistensinya dengan memberikan pengayoman yang baik
terhadap masyarakat sesuai dengan amanah dalam UU.
2. Agar kepolisian melakukan proses internalisasi dengan mengaktifkan
berbagai unsur demi menanggulangi kurangnya tenaga di tingkat pelaksana
lapangan dan melakukan upaya sosialisasi secara terbuka dan terus menerus
dalam ragka menyadarkan masyarakat akan pentingnya memmatuhi berbagai
aturan berlalu-lintas.
3. Agar kepolisian terus menerus belajar untuk dapat menanggulangi ebrbagai
ancaman pelanggaran lalu-lintas yang dapat merugikan berbagai pihak.
B. Implikasi
Apabila saran-saran yang penulis kemukakan dapat direalisasikan, maka
akan tercipta iklim berlalu-lintas yang kondusif dan aman, sehingga semua pihak
akan merasa tenteram dengan keberadaan polisi sebagai pengayom masyarakat dan
sekaligus sebagai penegak hukum.
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